WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR (7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Wali
Kota Padang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenjang nilai
maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
pada Badan Layanan Umum Dacrah Puskesmas;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



S. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun
2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada
Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 87);

10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 5 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7)  diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan
berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti
pembelian atau kwitansi;

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung elektronik dengan Surat
Perjanjian Kerja;

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan kontrak;

d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
dengan metode sebagai berikut :



1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; atau
3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
€. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

OTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
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RITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR b



